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BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 dan Pasal

355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun

2022;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4677);
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
06757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019. tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Decrab
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);



Menetapkan

10.

11.

12.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun

2020 Nomor 288);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022 (Berita Negara
Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Empat Lawang Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012 Nomor 18);
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat
Lawang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021
Nomor 12);

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 19 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Empat Lawang Nomor 22):

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN EMPATLAWANG
TAHUN 2022.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Empat Lawang.

. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

10.

11.

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Empat Lawang.

. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Empat Lawang.

. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disebut dengan BAPPEDA adalah unsur perencana
penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas
mengkoordinasikan, mensinergikan dan dan
mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan

Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik

sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
1 (satu) tahun.

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah.

BAB II
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini disusun Perubahan RKPD
Kabupaten Tahun 2022.
(2) RKPD Kabupaten Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan tujuan:
a. Sebagai pedoman perumusan penyempurnaan
rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah;
b. sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan
Umum Perubahan APBD serta Rancangan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 3
Naskah RKPD Kabupaten Tahun 2022 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
a. BABI PENDAHULUAN
b. BABII EVALUASI HASIL PELAKSANAAN SAMPAI
DENGAN TW II
c. BABIII KERANGKA EKONOMI DAERAH RKPD DAN
KEUANGAN DAERAH
d. BABIV  SASARAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PRIORITAS
e. BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022
f. BABVI  PENUTUP



Pasal 4

Isi beserta uraian naskah RKPD Kabupaten Tahun 2022
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi

pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi

pada tanggal 3 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

PAUZAN KHOIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd
AMRULLA, S.H.
NIP.198007152010011018




